SALINAN

BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 34 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK

Menimbang

Mengingat

DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,
bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah yang semakin
berkembang dan kompleks perlu didukung dengan
pengaturan yang komprehensif sehingga perlu disesuaikan
dengan perkembangan kebutuhan, agar dalam
pelaksanaannya dapat dikelola secara optimal, efektif, dan
efisien;
bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor
34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan dan
Pemanfaatan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai
dengan perkembangan kebutuhan penggunaan dan
pemanfaatan Barang Milik Daerah sehingga perlu
dilakukan perubahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Penggunaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 4,
(Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor
4);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017
tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pemanfaatan Barang
Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun



2017 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 34 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN
BARANG MILIK DAERAH.

Pasal ]

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017
tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah diubah
sebagai berikut:

. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(3)

(4)
)

Pasal 6

Bupati menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah.

) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penetapan status penggunaan atas

Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain tanah
dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang.
Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain adalah
Barang Milik Daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan
nilai tertentu.

Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara tahunan.

. Ketentuan Pasal 74 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga
berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 74

Penyewaan Barang Milik Daerah dilakukan dengan tujuan:

a.

mengoptimalkan pendayagunaan Barang Milik Daerah yang belum/tidak
dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan
fungsi Pengguna Barang; dan/atau

mencegah penggunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain secara tidak
sah.

Penyewaan Barang Milik Daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan
pemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyewa dapat melakukan penerusan sewa kepada Pihak Lain, dengan
persetujuan:

a.

b.

Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola
Barang; atau

Pengguna Barang untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna
Barang.
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(4) Selama masa sewa, obyek sewa dapat diubah bentuknya, dengan ketentuan :
a. tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan yang menjadi obyek sewa;
b. perubahan tersebut diatur dalam perjanjian sewa; dan
c. pada saat sewa berakhir, obyek sewa wajib dikembalikan kedalam kondisi
baik dan layak fungsi.

Ketentuan Pasal 75 ayat (4) dan ayat (5) diubah serta diantara ayat (4) dan ayat
(S) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75
(1) Barang Milik Daerah yang dapat disewa berupa:
a. Tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang
kepada Bupati;
b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna
Barang; dan/atau
c. selain tanah dan/atau bangunan.
(2) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
(3) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan
huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan
dari Pengelola Barang.
(4) Pihak lain yang dapat menyewa Barang Milik Daerah, meliputi:
a. Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Desa;
b. Perorangan;
c. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan/atau
d. Badan usaha lainnya.

(4a) Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf ¢ meliputi:
a. persatuan/perhimpunan Aparatur Sipil negara;
b. persatuan/perhimpunan isteri Aparatur Sipil Negara;
c. Unit penunjang kegiatan lainnya.
(5) Badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, meliputi:
a. Perseroan Terbatas;
b. Yayasan;
c. Koperasi;
d. Persekutuan Perdata;
e. Persekutuan Firma;atau
f. Persekutuan Komanditer.

Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (3) diubah serta diantara ayat (3) dan ayat
(4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (5) dihapus sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 76
(1) Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak
ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang dengan persetujuan
Pengelola Barang.
(2) Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
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a. kerja sama infrastruktur;

b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih
dari 5 (lima) tahun; atau

c. ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah untuk kegiatan dengan karakteristik
usaha yang memerlukan lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Pengelola Barang berdasarkan hasil
kajian dari :

a. tim internal Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada
pada Pengelola Barang;

b. tim internal Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada
pada Pengguna Barang.

(3a) Dalam melakukan kajian, tim internal Pengelola Barang dan Penggunaan
Barang dapat meminta masukan kepada instansi teknis terkait.

(4) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung
berdasarkan periodesitas Sewa yang dikelompokkan sebagai berikut:

a. per tahun;
b. per bulan;
c. per hari; dan
d. per jam.
(5) Dihapus.

Ketentuan Pasal 78 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

(1) Formula tarif/besaran sewa Barang Milik Daerah ditetapkan oleh:

a. Bupati untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
dan

b. Pengelola untuk Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau
bangunan.

(2) Besaran sewa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran nilai
nominal sewa Barang Milik Daerah yang ditentukan.

(3) Besaran sewa atas Barang Milik Daerah untuk KSPI sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik
usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b dapat mempertimbangkan nilai
keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur.

(4) Mempertimbangkan nilai keekonomian, sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
antara lain dengan mempertimbangkan daya beli/kemampuan membayar
masyarakat dan/atau kemauan membayar masyarakat.

Ketentuan Pasal 80 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80
(1) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a adalah hasil
perkalian antara nilai indeks Barang Milik Daerah dengan luas tanah
dan/atau bangunan dan nilai wajar tanah dan/atau bangunan.
(2) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan untuk:
a. Barang Milik Daerah berupa tanah;
b. Barang Milik Daerah berupa bangunan;
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c. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan; dan
d. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(3) Tarif pokok sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dapat
termasuk formula sewa Barang Milik Daerah berupa prasarana bangunan.

(4) Tarif pokok sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati.

Ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 81

(1) Tarif pokok sewa untuk Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a merupakan hasil perkalian dari:
a. faktor variabel sewa tanah;
b. luas tanah (Lt); dan
c. nilai tanah (Nt).

(2) Faktor variabel sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
besarannya 3,33% (tiga koma tiga puluh tiga persen).

(3) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung
berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.

(4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ serendah rendahnya
menggunakan zona nilai tanah.

Ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 84
(1) Faktor variabel sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
besarannya 6,64% (enam koma enam puluh empat persen).
(2) Luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b
merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.
(3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c
merupakan harga satuan bangunan yang ditetapkan Bupati.

Ketentuan Pasal 87 dihapus.
Ketentuan Pasal 88 ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88
(1) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b
meliputi:
a. jenis kegiatan usaha penyewa;
b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
c. periodesitas sewa.
(2) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam
persentase.
(3) Dihapus.



11. Ketentuan Pasal 90 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

12.

(1)

(2)

(3)

Pasal 90
Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a
diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi semata mata mencari
keuntungan yang klasifikasinya berpedoman pada klasifikasi baku lapangan
usaha Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b
diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa
yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan, antara lain:
a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah
tertentu;
b. penyelenggaraan pendidikan nasional; atau
c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan
dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang/Pengelola
Barang;
Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c
diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa
yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
a. pelayanan kepentingan umum yang tidak menarik imbalan;
b. kegiatan keagamaan,;
c. kegiatan kemanusiaan; atau
d. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

Diantara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 90A, Pasal
90B dan Pasal 90C sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 90A

Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis

ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).

Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dikecualikan

dari ketentuan terhadap:

a. koperasi yang dan beranggotakan Aparatur Sipil Negara/anggota Tentara
Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang
tujuan pendiriannya untuk kesejahteraan anggota; atau

b. pelaku usaha perorangan berskala ultra mikro, mikro, dan kecil.

Faktor penyesuai Sewa untuk kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

sebesar:

a. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Koperasi sekunder;

b. 50% (lima puluh persen) untuk Koperasi primer; atau

c. 25% (dua puluh lima persen) untuk pelaku usaha perorangan berskala
ultra mikro, mikro dan kecil.

Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non

bisnis ditetapkan 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh

persen).

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap:

a. peruntukan Sewa yang diinisiasi oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang
untuk mendukung tugas dan fungsi, faktor penyesuai Sewa ditetapkan
sebesar 15% (lima belas persen); atau



(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

b. sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
anggota keluarga Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional
Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pegawai penunjang,
faktor penyesuai Sewa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok Jenis kegiatan usaha sosial

sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Besaran faktor penyesuai Sewa untuk periodesitas Sewa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk jangka waktu Sewa 1 (satu) tahun:

1. per tahun sebesar 100% (seratus persen);

2. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen);

3. per hari sebesar 160% (seratus enam puluh persen);

4. per jam sebesar 190% (seratus sembilan puluh persen).

b. untuk jangka waktu Sewa lebih dari 1 (satu) tahun:

1. sebesar 100% (seratus persen) untuk pembayaran Sewa yang
dilakukan sekaligus terhadap seluruh jangka waktu Sewa;

2. sebesar 120% (seratus dua puluh persen) untuk pembayaran Sewa
yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 2
(dua) tahun;

3. sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) untuk pembayaran
Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu
3 (tiga) tahun;

4. sebesar 130% (seratus tiga puluh persen) untuk pembayaran Sewa
yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 4
(empat) tahun;

5. sebesar 135% (seratus tiga puluh lima persen) untuk pembayaran
Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu
S (lima) tahun.

Besaran Sewa atas Barang Milik Daerah untuk kerja sama infrastruktur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a atau untuk kegiatan

dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu Sewa lebih dari S (lima)
tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b dapat
mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing infrastruktur.

Pasal 90B
Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat menetapkan besaran faktor
penyesuai Sewa dengan persentase tertentu, berdasarkan permohonan:
a. penyewa, untuk Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang; atau
b. penyewa melalui Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah pada
Pengguna Barang.
Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penugasan pemerintah sebagaimana tertuang dalam peraturan atau
keputusan yang ditetapkan oleh Bupati;
b. bencana alam;
c. bencana non alam; atau
d. bencana sosial.
Besaran persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1%
(satu persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).
Dalam hal kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran
persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sejak ditetapkannya



(5)

(1)

(2)

status bencana oleh Pemerintah sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun

sejak status bencana dinyatakan berakhir.

Dikecualikan dari pemberlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

terhadap Sewa berjalan yang telah lunas pembayaran uang sewanya:

a. besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterapkan saat
penyewa mengajukan permohonan perpanjangan Sewa; atau

b. besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan
sebagai tambahan jangka waktu Sewa.

Pasal 90C
Besaran Sewa yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dapat digunakan
sebagai nilai limit terendah pada pelaksanaan lelang hak menikmati dalam
rangka pemilihan Penyewa.
Penyewa yang terpilih dapat menawarkan Barang Milik Daerah yang menjadi
objek Sewa melalui media pemasaran.

13. Ketentuan Pasal 91 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 91

Penyewaan Barang Milik Daerah dituangkan dalam perjanjian sewa yang

ditandatangani oleh penyewa dan:

a. Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang;
dan

b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna
Barang.

Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya

memuat:

a. dasar perjanjian;

b. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu,;

d. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periodesitas sewa;

e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama
jangka waktu sewa,;

f. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori
bentuk kelembagaan penyewa;

g. hak dan kewajiban para pihak; dan

h. hal lain yang dianggap perlu.

Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa

ditanggung penyewa.

14. Ketentuan Pasal 92 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 92
Hasil sewa Barang Milik Daerah merupakan penerimaan daerah dan
seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai sebelum
ditandatanganinya perjanjian sewa Barang Milik Daerah.



(3) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat
dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai kepada bendahara
penerimaan atau secara langsung ke rekening Kas Umum Daerah.

(4) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu dokumen
pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian sewa.

15. Ketentuan Pasal 93 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 93

(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2),
penyetoran uang sewa barang milik daerah dapat dilakukan secara bertahap
dengan persetujuan Pengelola Barang atas :

a. Sewa untuk kerja sama infrastruktur; dan/atau
b. Sewa untuk Barang Milik Daerah dengan karakteristik/sifat khusus.

(2) Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dilaporkan kepada Bupati.

(3) Penyetoran uang sewa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam perjanjian Sewa.

(4) Penyetoran uang sewa Barang Milik Daerah secara bertahap sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhitungkan nilai sekarang
dari setiap tahap pembayaran berdasarkan besaran sewa Barang Milik
Daerah hasil perhitungan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 78 sampai dengan Pasal 87.

(5) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat meminta masukan
dari Penilai.

(6) Penyetoran uang sewa Barang Milik Daerah secara bertahap sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan sepanjang penyewa tidak memiliki
kemampuan yang cukup dari aspek finansial untuk membayar secara
sekaligus dibuktikan dengan surat pernyataan.

(7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh
penyewa yang sekurang-kurangnya ~memuat keterangan mengenai
ketidakmampuan tersebut dan pernyataan tanggung jawab untuk membayar
lunas secara bertahap.

16. Ketentuan Pasal 117 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 117

(1) Jangka waktu pinjam pakai Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun
dan dapat diperpanjang.

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1).

(3) Apabila jangka waktu pinjam pakai akan diperpanjang, permohonan
perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola
Barang/Pengguna Barang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu
pinjam pakai berakhir.

(4) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai
disampaikan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang melewati batas
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), proses pinjam pakai dilakukan
dengan mengikuti tata cara permohonan pinjam pakai baru.



Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal mulai diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI WONOSOBO,
ttd
AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 2 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
., KERALA BAGIAN HUKUM
SEVRETAR"IF‘FI_\)AERAH KABUPATEN WONOSOBO

\ =

7 NURWAHID, S.H.
Pembina
19721110 199803 1 013



